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KEMENKEU. Percepatan Perizinan Kepabeanan
dan Cukai Dalam Rangka Kemudahan Berusaha.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Mengingat

NOMOR  29/PMK.04/2018

TENTANG

PERCEPATAN PERIZINAN KEPABEANAN DAN CUKAI

DALAM RANGKA KEMUDAHAN BERUSAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

1.

bahwa untuk percepatan pelaksanaan berusaha guna
mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 91
Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha,
perlu mengatur ketentuan mengenai percepatan
perizinan di bidang kepabeanan dan cukai;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Keuangan tentang Percepatan Perizinan
Kepabeanan dan Cukai Dalam Rangka Kemudahan

Berusaha;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara
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Menetapkan

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995
tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4755);

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang
Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERCEPATAN
PERIZINAN KEPABEANAN DAN CUKAI DALAM RANGKA
KEMUDAHAN BERUSAHA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Undang-Undang Cukai adalah Undang-Undang Nomor 11
Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995
tentang Cukai.

Pengguna Jasa adalah importir, eksportir, Pengusaha

Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), pengangkut,



10.

11.
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pengusaha tempat penimbunan sementara, Pengusaha
Jasa Titipan (PJT), penyelenggara/pengusaha tempat
penimbunan berikat, dan pengguna jasa kepabeanan
lainnya yang akan melakukan pemenuhan kewajiban
pabean ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Akses Kepabeanan adalah akses yang diberikan kepada
Pengguna Jasa untuk berhubungan dengan sistem
pelayanan kepabeanan baik yang menggunakan teknologi
informasi maupun manual.

Registrasi Kepabeanan adalah kegiatan pendaftaran yang
dilakukan oleh Pengguna Jasa ke Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai untuk mendapatkan Akses Kepabeanan.
Pengguna Jasa Kepabeanan adalah Pengguna Jasa yang
telah mendapatkan Akses Kepabeanan.

Tempat Penimbunan Berikat yang selanjutnya disebut
TPB, adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang
memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk
menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan
mendapatkan penangguhan bea masuk.
Penyelenggara/Pengusaha TPB adalah penyelenggara
TPB, penyelenggara TPB sekaligus pengusaha TPB, atau
pengusaha di TPB merangkap penyelenggara di TPB,
Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Pembebasan yang
selanjutnya  disebut KITE Pembebasan, adalah
pembebasan bea masuk serta Pajak Pertambahan Nilai
atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas
Barang Mewah terutang tidak dipungut atas impor atau
pemasukan barang dan bahan yang berasal dari luar
daerah pabean untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada
barang lain dengan tujuan untuk diekspor.

Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Pengembalian yang
selanjutnya disebut KITE Pengembalian, adalah
pengembalian bea masuk yang telah dibayar atas impor
atau pemasukan barang dan bahan untuk diolah, dirakit,
atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk
diekspor.

Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
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Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea Dan
Cukai.

Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan
tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu
berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.

Sistem Komputer Pelayanan yang selanjutnya disingkat
SKP, adalah sistem komputer yang digunakan oleh
kantor pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan
kepabeanan.

Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai yang
selanjutnya disingkat NPPBKC, adalah izin untuk
menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik,
pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena
cukai, penyalur, atau pengusaha tempat penjualan
eceran di bidang cukai.

Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan,
halaman, dan lapangan yang merupakan bagian
daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan
barang kena cukai dan/atau untuk mengemas barang
kena cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran.
Orang adalah orang pribadi atau badan hukum.
Pengusaha Pabrik adalah Orang yang mengusahakan
pabrik.

Tempat Penyimpanan adalah tempat, bangunan,
dan/atau lapangan yang bukan merupakan bagian dari
pabrik, yang dipergunakan untuk menyimpan barang
kena cukai berupa etil alkohol yang masih terutang cukai
dengan tujuan untuk disalurkan, dijual, atau diekspor.
Pengusaha Tempat Penyimpanan adalah Orang yang
mengusahakan Tempat Penyimpanan.

Tempat Penjualan Eceran adalah tempat untuk menjual
secara eceran barang kena cukai kepada konsumen
akhir.

Pengusaha Tempat Penjualan Eceran adalah orang yang

mengusahakan tempat penjualan eceran.
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Tempat Usaha Penyalur adalah tempat, bangunan,
halaman, dan/atau lapangan yang dipergunakan untuk
kegiatan usaha dan/atau untuk menimbun barang kena
cukai yang sudah dilunasi cukainya untuk disalurkan
atau dijual yang semata-mata ditujukan bukan kepada
konsumen akhir.

Penyalur adalah orang yang menyalurkan atau menjual
barang kena cukai yang sudah dilunasi cukainya yang
semata-mata ditujukan bukan kepada konsumen akhir.
Importir adalah orang yang memasukkan barang kena
cukai ke dalam daerah pabean.

Pengusaha Barang Kena Cukai adalah Orang yang
menjalankan kegiatan sebagai Pengusaha Pabrik,
Pengusaha Tempat Penyimpanan, Impotir barang kena
cukai, Penyalur, dan/atau Pengusaha Tempat Penjualan
Eceran, yang telah memiliki NPPBKC.

Tempat Usaha Importir Barang Kena Cukai yang
selanjutnya disebut Tempat Usaha Importir, adalah
tempat, bangunan, halaman, dan/atau lapangan yang
dipergunakan untuk kegiatan usaha dan/atau untuk
menimbun barang kena cukai asal impor yang sudah

dilunasi cukainya.

BAB II
REGISTRASI KEPABEANAN

Pasal 2

Pengguna Jasa yang akan melakukan pemenuhan
kewajiban  pabean harus melakukan  Registrasi
Kepabeanan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk
diberikan Akses Kepabeanan dan guna keperluan
pendataan.

Pelaksanaan  Registrasi Kepabeanan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengguna Jasa
yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),
secara mandiri dan dengan mengungkapkan secara

sukarela (voluntary disclosure).



